
GUBERNUR KALIMANTAN TIM UR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 44 TAHUN 2019 

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PADA DINAS PEMUDA DAN 

OLAHRAGA, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

M enim bang : a. bahw a adanya  k eb u tu h an  pengeluaran  yang sangat
m endesak  p ad a  D inas Pem uda d an  O lahraga, D inas 
Pendidikan d an  K ebudayaan d a n  B adan  Pengelolaan 
K euangan dan  Aset D aerah berkenaan  B elanja D aerah 
Provinsi K alim antan Tim ur T ahun  Anggaran 2019;

b. bahw a sesua i dengan P erse tu juan  P im pinan DPRD Nomor 
9 1 0 /L l-6 3 5 /S e tD P R D  hal P erse tu juan  P elaksanaan  
Anggaran M endahului Penetapan  P-APBD TA. 2019 
tanggal 8 Ju li  2019;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  h u ru f  a  d an  h u ru f  b perlu m enetapkan  
P era tu ran  G u b em u r ten tan g  P e laksanaan  Anggaran 
P endapatan  dan  Belanja D aerah M endahului P enetapan  
P erubahan  Anggaran P endapatan  d an  Belanja D aerah 
T ahun  Anggaran 2019;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 ten tang
P em bentukan  D aerah-D aerah  Otonom  Provinsi 
K alim antan B arat, K alim antan Selatan  dan  K alim antan 
T im ur (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  1956 
Nomor 65, T am bahan  Lem baran Negara Nomor 1106);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur 
Telepon . (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 

W esite: http://kaltimprov.go id

http://kaltimprov.go


- 2-

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 11);

7. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019 SKPD DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya 
disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.

4. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah.

5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 
Kalimantan Timur.

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan APBD 
mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada 
SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk merealisasikan pengeluaran 
sangat mendesak pada :
a. SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pelaksanaan kegiatan 

FORNAS Ke-5 Tahun 2019 di Kalimantan Timur;
b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terlaksananya kelancaran 

pelayanan pendidikan; dan
c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkenaan dengan 

penyiapan kegiatan Analisis Standar Biaya untuk dapat segera 
dioperasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 3
(1) Revisi anggaran kegiatan Kompetisi Olahraga Masyarakat pada SKPD 

Dinas Pemuda dan Olahraga semula Belanja Pegawai sebesar 
Rp 792.900.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus 
ribu rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.203.100.000,00 
(empat milyar dua ratus tiga juta seratus ribu rpiah) menjadi Belanja 
Pegawai sebesar Rp 277.150.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta 
seratus lima puluh ribu rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar
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Rp 4 .722 .850 .00 ,00  (em pat m ilyar tu ju h  ra tu s  d u a  p u luh  d u a  ju ta  delapan  
ra tu s  lim a p u lu h  ribu rupiah).

(2) Revisi anggaran  yang sem ula  B elanja Tidak Langsung pad a  B adan 
Pengelolaan K euangan dan  Aset D aerah selaku  PPKD sebesar 
Rp. 204 .000 .000 ,00  (dua ra tu s  em pat ju ta  rupiah) m enjadi Belanja 
L angsung pad a  D inas Pendidikan d an  K ebudayaan Provinsi K alim antan 
T im ur sebesar Rp. 204 .000 .000 ,00  (dua ra tu s  em pat ju ta  rupiah).

(3) Revisi anggaran  a n ta r  jen is  belanja di sekolah SMA/SMK pad a  D inas 
Pendidkan d an  K ebudayaan se K alim antan Tim ur sebesar 
Rp 3 .649 .255 .700 ,00  (tiga m ilyar enam  ra tu s  em pat p u luh  sem bilan ju ta  
d u a  ra tu s  lim a p u lu h  lim a ribu  tu ju h  ra tu s  rupiah).

(4) Revisi anggaran  a n ta r  keg iatan  dan  program  p ad a  SKPD B adan 
Pengelolaan K euangan dan  Aset D aerah Provinsi K alim antan T im ur sebesar 
Rp. 155.000.000,00 (se ra tu s lim a p u lu h  lim a ju ta  rupiah).

Pengeluaran  yang d ilak san ak an  m endahu lu i P enetapan  P erubahan  APBD 
T ahun  Anggaran 2019 se lan ju tnya  akan  d iadm in istrasikan  dalam  P erubahan  
APBD T ahun  Anggaran 2019.

P era tu ran  G u b em u r ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
G u b em u r ini dengan penem patannya  dalam  Berita D aerah Provinsi 
Kalimantan Timur,

Pasal 4

Pasal 5

D itetapkan  di Sam arinda  
pada  tanggal 9 Ju li  2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

D iundangkan  di Sam arinda  
pada  tanggal 9 Ju li  2019

S alinan  sesu a i dengan  aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

Pit. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SAT3ANI

H. SUROTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 45.


